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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kantor akuntan publik merupakan sebuah organisasi yang bergerak
di bidang jasa. Akuntan dalam konteks profesi bidang bisnis, bersama-sama
dengan profesinya lainnya, mempunyai peran yang signifikan dalam operasi
suatu perusahaan. Dewasa ini akuntan telah menjadi salah satu profesi kunci
di dalam bidang bisnis. Ada dua tanggung jawab akuntan publik dalam
menjalankan pekerjaan profesionalnya, yaitu menjaga kerahasiaan informasi
yang diperoleh dalam melaksanakan pekerjaannya dan menjaga mutu
pekerjaan profesionalnya.

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan,
memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan
untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan
oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan
mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan.
Demikian pula, kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin
berbeda dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu, dalam memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan
publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai

laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri.



Kurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi akuntansi
korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan
mulai menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor
dan kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak
independen.

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak
dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi
dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam
mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak
memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan
pendapatnya (Mulyadi, 2002: 52).

Di Indonesia sendiri ada kasus Kimia Farma dan Bank Lippo,
dengan melibatkan kantor-kantor akuntan yang selama ini diyakini memiliki
kualitas audit tinggi. Kasus Kimia Farma dan Bank Lippo juga berawal dari
terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan. Kasus lain yang cukup
menarik adalah kasus audit PT. Telkom yang melibatkan KAP “Eddy Pianto
& Rekan”, dalam kasus ini laporan keuangan auditan PT. Telkom tidak
diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat).
Peristiwa ini mengharuskan dilakukannya audit ulang terhadap PT. Telkom
oleh KAP yang lain. Kasus keterlibatan 10 KAP yang melakukan audit
terhadap bank beku operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha, dalam

kasus ini melibatkan KAP papan atas (Winarno, 2002).



Di samping itu, kasus penggelapan pajak oleh KAP "KPMG Sidharta
Sidharta & Harsono” yang menyarankan kepada kliennya (PT. Easman
Christensen) untuk melakukan penyuapan kepada aparat perpajakan
Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang
harus dibayarnya (Sinaga, dkk. dalam Ludigdo, 2006).

Berdasarkan kasus-kasus di atas, dan kemudian dihubungkan dengan
terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, akuntan seolah menjadi profesi yang
harus/paling bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena peran
pentingnya akuntan dalam masyarakat bisnis. Akuntan publik bahkan
dituduh sebagai pihak yang paling besar tanggungjawabnya atas
kemerosotan perekonomian Indonesia (Ludigdo, 2006). Sementara itu
Sunarsip (2001) mengemukakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di
Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (bad governance) pada
sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Lebih lanjut Sunarsip
menyatakan bahwa peran profesi akuntan selama ini masih belum optimal
dalam mewujudkan good governance.

Oleh karena itu tuntutan terhadap terwujudnya good governance
(tata kelola yang baik) sangat diperlukan, baik oleh perusahaan bisnis
manufaktur maupun non-manufaktur termasuk KAP sendiri. Peran profesi
auditor dalam hal ini harus lebih diberdayakan baik secara internal (KAP)
maupun eksternal (stakeholder) agar mempunyai kontribusi yang lebih besar
dalam mewujudkan good governance tersebut. Pemberdayaan auditor antara

lain: pemahaman good governance yang lebih baik, tanggungjawab yang



lebih besar dan kebebasan mengkreasi pekerjaan dalam membantu
stakeholder namun tidak menyalahi etika profesi yang ada.

Pengetahuan akan hukum bisnis agar mampu mengidentifikasi
perilaku bisnis yang lebih kompleks. Keahlian dalam menganalisis kondisi
mendatang (future) yang lebih baik sehingga opini yang dihasilkan akan
sangat aktual dan terpercaya. Aturan yang mengacu prinsip good
governance tidak hanya akan mencegah skandal tetapi juga bisa
mendongkrak kinerja korporat (Samianto, 2004).

Prinsip dasar konsep good governance pada KAP antara lain terkait
dengan beberapa hal. Pertama, fairness (keadilan): akuntan publik dalam
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang
diperiksa, harus bersikap independen dan menegakkan keadilan terhadap
kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun terhadap
kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Kedua, transparency (transparansi): hendaknya berusaha untuk
selalu transparansi terhadap informasi laporan keuangan klien yang diaudit.
Ketiga, accountability (akuntabilitas): menjelaskan peran dan tanggung
jawabnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam
melengkapi  pekerjaan, juga pelaporan. Keempat, responsibility
(pertanggungjawaban): memastikan dipatuhinya prinsip akuntansi yang
berlaku umum dan berpedoman pada standar profesional akuntan publik
selama menjalankan profesinya. Di samping itu juga dipatuhinya kode etik

akuntan publik.



Kinerja KAP yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor.
Secara ideal di dalam menjalankan profesinya, seorang auditor hendaknya
memperhatikan prinsip dasar good governance dalam KAP tersebut. Auditor
juga harus mentaati aturan etika profesi yang meliputi pengaturan tentang
independensi, integritas dan obyektivitas, standar umum dan prinsip
akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan
seprofesi, serta tanggung jawab dan praktik lainnya (Satyo, 2005). Lebih
lanjut Satyo menyatakan memahami kode etik saja tidak cukup untuk
membuat perilaku karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik dan etis.
Pemahaman good governance diimplementasikan pada perusahaan secara
tepat, terutama untuk memperoleh karakter perusahaan yang kuat dalam
menghasilkan manajemen kinerja yang unggul.

Terkait dengan good governance, gaya kepemimpinan (leadership
style) juga dapat mempengaruhi kinerja. Gaya kepemimpinan (leadership
style) merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau
bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan
kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara
pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi (Luthans, 2002:575).

Alberto et al. (2005) dalam Trisnaningsih (2007) bahwa
kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja, juga berpengaruh
signifikan terhadap learning organisasi. Temuan ini memberikan sinyal
bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap

kinerja bawahannya, di samping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik



diperlukan juga adanya pemberian pembelajaran terhadap bawahannya.
Demikian pula gaya kepemimpinan pada KAP sangat diperlukan karena
dapat memberikan nuansa pada kinerja auditor yang cenderung bisa formal
maupun informal. Gaya kepemimpinan yang cenderung informal lebih
menekankan pola keteladanan pimpinan, namun memberikan kebebasan
yang lebih luas bagi auditor untuk mengkreasi pekerjaannya serta tanggung
jawab yang lebih besar, akibat dari instrumen organisasi secara formal
belum memadai.

Lok dan Crawford (2004) meneliti tentang pengaruh gaya
kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi ditinjau
dari tingkat pekerjaan dan budaya antar Negara. Hasil analisanya
menunjukkan bahwa budaya organisasi dan gaya kepemimpinan
berpengaruh  positif  signifikan pada komitmen organisasi. Gaya
kepemimpinan berpengaruh lebih kuat terhadap komitmen organisasi di
Australia, sedangkan di Hongkong gaya kepemimpinan berpengaruh negatif
pada kepuasan kerja dan berpengaruh positif pada komitmen organisasi.

Komitmen karyawan terhadap organisasinya adalah kesetiaan
karyawan terhadap organisasinya, disamping juga akan menumbuhkan
loyalitas serta mendorong keterlibatan diri karyawan dalam mengambil
berbagai keputusan. Oleh karenanya komitmen akan menimbulkan rasa ikut
memiliki (sense of belonging) bagi karyawan terhadap organisasi.

Yousef (2000) menyatakan bahwa komitmen organisasi memediasi

hubungan antara perilaku kepemimpinan dengan kinerja, di mana anggota



organisasi lebih puas dengan pekerjaannya dan kinerja mereka menjadi
tinggi. Di samping itu budaya organisasi memoderasi hubungan perilaku
pimpinan dengan kepuasan kerja. Peneliti ingin membuktikan apakah
auditor yang komitmen terhadap organisasinya akan mempengaruhi
kinerjanya, seperti yang dikemukakan Fernando et al. (2005) bahwa
hubungan komitmen organisasional (affective dan continuance) dengan
kinerja adalah positif dan kuat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin
mengkaji penelitian dengan judul: “Analisis Pengaruh Independensi, Gaya
Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Pemahaman Good Governance
Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Pada Auditor Pemerintah di

BPKP Yogyakarta)”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut yaitu:
1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor
pemerintah?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor
pemerintah?
4. Apakah pemahaman good governance berpengaruh terhadap Kkinerja

auditor pemerintah?



Batasan Masalah

Untuk menghindari lingkup penelitian yang terlalu luas sehingga
dapat mengaburkan penelitian, maka peneliti membatasi masalah yang akan
diteliti. Pembatasan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Objek penelitian ini adalah pegawai auditor di kantor BPKP Yogyakarta.

2. Waktu penelitian dilakukan pada Mei 2011 di kantor BPKP Yogyakarta.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kinerja
auditor pemerintah?

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap
Kinerja auditor pemerintah?

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi
terhadap kinerja auditor pemerintah?

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman good governance

terhadap kinerja auditor pemerintah?

Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan referensi dan sumber bacaan bagi jurusan akutansi

2. Secara praktis, memberikan masukan-masukan kepada pihak kantor

BPKP Yogyakarta terutama bidang auditor.



3. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran yang berkaitan dengan teori-teori akutansi tentang auditor.



